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BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2016 NOMOR 37 
 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 37 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2015, perlu mengatur rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 
2015 dengan Peraturan Bupati; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 3569); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak  Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang   Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah                     
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 59); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005  tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2014 Nomor 199); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 13); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara  Nomor  99); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara  Nomor 129) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten   
Banjarnegara  Nomor 22 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara  Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara  Nomor 187); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 
6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupataen Banjarnegara  Nomor 
186); 
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29. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 17  Tahun 2014  
tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Anggaran 2015                
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 
Nomor 19); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor                       1 
Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 
Nomor 9); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2015. 
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Pasal 1 
 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri 
atas : 
 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah             Rp     180.561.068.549,00 
b. Dana Perimbangan                     Rp. 1.023.667.501.207,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp     489.265.088.171,00           
Jumlah Pendapatan                     Rp  1.693.503.657.927,00 

 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung                                 
 1) Belanja Pegawai                    Rp  821.320.137.328,00      
 2) Belanja Hibah                       Rp      6.983.336.930,00 
 3) Belanja Bantuan Sosial          Rp      7.732.320.000,00 
 4) Belanja Bagi Hasil                  Rp  3.865.528.375,00 
 5) Belanja Bantuan Keuangan  Rp  166.490.637.613,00 
 6) Belanja Tidak Terduga            Rp     326.226.440,00                   
 Jumlah Belanja Tidak 

Langsung   
Rp1.006.718.186.686,00 

b. a. Belanja Langsung                            
 1) Belanja Pegawai                    Rp 36.807.538.322,00 
 2) Belanja Barang dan Jasa        Rp   238.882.183.435,00 
 3) Belanja Modal                        Rp   329.811.474.920,00 
 Jumlah Belanja Langsung        Rp   605.501.196.677,00 
    
Jumlah Belanja                        Rp  1.612.219.383.363,00 
Surplus/(defisit)              Rp   81.284.274.564,00 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 319.243.575.054,00 
b. Pengeluaran         Rp     6.203.500.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto       Rp 313.040.075.054,00 

 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan              Rp  394.324.349.618,00 
 

Pasal 2 
 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 

Pasal 3 
 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
 

Pasal 4 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 
Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal   2-9-2016 
BUPATI BANJARNEGARA, 
        Cap Ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 2-9-2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
          Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 
2016 NOMOR 37 
 

Mengetahui sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Cap ttd, 

 
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si 

Pembina 
NIP. 19721030 199703 1 003 
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